
 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR   88   TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  

ALOKASI DANA DESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  PONOROGO, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran percepatan 
Pembangunan Desa di Kabupaten Ponorogo, maka 

Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diatur 
dalam Peraturan Bupati Ponorogo 97 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati 
Ponorogo Nomor 422 Tahun 2023, perlu untuk dilakukan 
penyesuaian kembali; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada 
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan  
DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 
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Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 77); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11  

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2024 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Ponorogo Tahun 2024 Nomor 44); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 97 TAHUN 2022 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA. 

 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 97 
Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 97) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 422 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 97 
Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 422), 
diubah kembali sehingga berbunyi sebagai berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 1 (satu) diubah, sehingga Pasal 1 (satu) 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Ponorogo. 

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.  

4. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah 

kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo. 

5. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten 
Ponorogo. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 

menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah.  

9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala 
Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 

diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung 
tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang 
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 

kewilayahan. 

10. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan  

Perangkat Desa. 

11. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk 
oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, 

menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan 
mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka 

pelaksanaan  
APB Desa. 

12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat 

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 

disebut APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan 
Pemerintahan Desa. 
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15. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, 
adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten 

Ponorogo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Ponorogo setelah dikurangi Dana Alokasi 
Khusus. 

16. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat 
ADDM adalah ADD yang dibagikan secara merata untuk 
setiap desa. 

17. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya 
disingkat ADDP adalah ADD yang dibagikan secara 

proporsional. 

18. Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah kepada desa tertentu dengan tujuan 

untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
urusan Pemerintahan Desa dan sesuai dengan prioritas 

Pemerintah Daerah. 

19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD 
adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan 

Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa 
dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan. 

 
2. Di antara BAB IV dan BAB V ditambah 1 (satu) BAB yakni 

BAB IVa, dan diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 
(satu) pasal, yakni Pasal 17a sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

 
BAB IVa 

ALOKASI KHUSUS 

 
Pasal 17a 

(1) Selain pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan Alokasi 
Khusus sesuai dengan prioritas dan kemampuan 

keuangan daerah. 

(2) Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
 
 

 
 

Ditetapkan di Ponorogo  

pada tanggal  20 September 2024       

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

SUGIRI SANCOKO 
 



engan aslinya 

IAN HUKUM 
AT DAERAH 

SO, S.H., M.H. 
199303 1 003 
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Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 20-09-2024 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 88. 




